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 Abstract  

This study aims to analyze the role of inclusive and participatory leadership in 
increasing community engagement in village development. Using a qualitative 
descriptive approach, this research examines the leadership style of village 
heads in Citengah Village and its impact on public participation. Data collection 
was conducted through interviews, observations, and document analysis, which 
were then processed using qualitative data reduction, presentation, and 
verification techniques. The findings indicate that community participation in 
decision-making and development implementation remains low due to 
ineffective government communication, limited public awareness, and 
bureaucratic constraints. The passive role of the community has resulted in weak 
ownership of development programs, reducing their effectiveness and 
sustainability. The research highlights that village heads who apply adaptive and 
participatory leadership can create a more conducive environment for active 
community involvement. Open dialogue, collaboration with the Village 
Consultative Body (BPD), and inclusive policy-making processes enhance 
transparency and accountability in village governance. Additionally, technology-
based communication strategies, such as social media platforms and digital 
community forums, improve public access to information and allow broader 
participation. Strengthening digital literacy and community education on 
development policies also plays a crucial role in fostering awareness and 
engagement. This study concludes that enhancing the leadership capacity of 
village heads in communication, transparency, and digital integration is essential 
for building more democratic and participatory governance. Implementing 
these strategies is expected to lead to more effective, inclusive, and sustainable 
village development that aligns with the needs and aspirations of the 
community. 

Keywords: Inclusive leadership, participatory governance, village development, 
community engagement, digital communication. 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan desa yang berkelanjutan sangat bergantung pada keterlibatan aktif 

masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Di Indonesia, 

kebijakan partisipatif telah menjadi fokus utama dalam tata kelola desa, sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan ini menegaskan 

pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari tahap 

perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan desa. Salah satu aspek krusial yang 

menentukan efektivitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kualitas 

kepemimpinan kepala desa. Di desa-desa seperti Citengah, Kabupaten Sumedang, efektivitas 

pembangunan desa sangat ditentukan oleh sejauh mana kepala desa mampu mendorong 

keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa kepemimpinan yang 

inklusif dan partisipatif, kebijakan pembangunan desa berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan 

dan aspirasi warga. Oleh karena itu, diperlukan strategi kepemimpinan yang mampu 

membangun transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi yang efektif untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat secara aktif dalam pembangunan desa (Basri & Efendi, 2021). 

Data empiris menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

desa di Indonesia masih tergolong rendah. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa 

program pembangunan desa sering kali hanya dibahas oleh segelintir pemangku 

kepentingan tanpa keterlibatan luas dari masyarakat (Irawan & Sunandar, 2020). Kurangnya 

partisipasi ini berisiko menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirancang 

dengan kebutuhan faktual di lapangan, sehingga menghambat efektivitas dan keberlanjutan 

pembangunan (Kusmayad et al., 2024). Di Desa Citengah, kondisi serupa terlihat dalam 

berbagai program pembangunan, di mana keterlibatan warga dalam forum musyawarah desa 

masih terbatas, terutama dalam tahap perencanaan dan evaluasi kebijakan. Ketiadaan 

mekanisme yang mendorong partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan 

berpotensi memperlebar kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan implementasi di 

lapangan, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas program pembangunan desa 

secara keseluruhan. 

Kepemimpinan memiliki peran fundamental dalam mengatasi rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan desa. Kepala desa yang mampu membangun lingkungan 

inklusif dan memberdayakan masyarakat dapat meningkatkan keterlibatan warga dalam 
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proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas 

kepemimpinan kepala desa sangat bergantung pada kemampuannya dalam membangun 

komunikasi yang terbuka, menjalin kepercayaan dengan warga, serta mengakomodasi 

aspirasi mereka dalam pengambilan keputusan (Damayanti & Sujana, 2024). Kepala desa yang 

menerapkan prinsip tata kelola partisipatif tidak hanya dapat meningkatkan transparansi 

dalam pengelolaan dana desa, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam 

mengawasi dan berkontribusi terhadap program pembangunan (Rahman, 2023). Selain itu, 

kepemimpinan desa yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan warga dapat 

menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab yang lebih besar di kalangan masyarakat, 

sehingga meningkatkan keberlanjutan pembangunan desa (Safaruddin et al., 2023). 

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan permasalahan 

kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari komunikasi yang tidak efektif, 

rendahnya kesadaran masyarakat, hingga tantangan sosial-ekonomi. Salah satu faktor utama 

yang menyebabkan rendahnya keterlibatan warga adalah lemahnya komunikasi yang 

dibangun oleh pemimpin desa. Penelitian menunjukkan bahwa ketika komunikasi antara 

pemerintah desa dan masyarakat tidak berjalan efektif, warga cenderung bersikap pasif dan 

tidak memiliki motivasi untuk terlibat dalam pembangunan (Purwanto, 2019). Selain itu, studi 

oleh (Silalahi J, 2019) mengidentifikasi bahwa kurangnya saluran komunikasi yang inklusif dan 

transparan menjadi hambatan utama dalam mendorong partisipasi masyarakat. Tanpa 

adanya komunikasi yang terbuka dan sistematis, masyarakat sering kali merasa tidak memiliki 

akses terhadap informasi penting mengenai kebijakan desa, sehingga berujung pada 

rendahnya keterlibatan mereka dalam proses pembangunan. 

Selain komunikasi yang tidak efektif, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai 

manfaat partisipasi dalam pembangunan desa juga menjadi faktor yang berkontribusi 

terhadap minimnya keterlibatan warga. Puspitaningrum & Lubis, (2018) menekankan bahwa 

masyarakat dengan tingkat modal sosial yang tinggi dan ditandai dengan kepercayaan dan 

norma bersama dan lebih cenderung terlibat aktif dalam berbagai inisiatif pembangunan. 

Namun, di banyak desa, termasuk Desa Citengah, kesadaran ini masih terbatas, sehingga 

warga lebih sering bersikap reaktif terhadap kebijakan yang ditetapkan dibandingkan secara 

proaktif berpartisipasi dalam proses perencanaan dan evaluasi. Studi Sari & Basit, (2018) juga 

menunjukkan bahwa ketika masyarakat tidak memahami potensi manfaat dari keterlibatan 
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mereka dalam proyek pembangunan, mereka cenderung mengabaikan inisiatif yang telah 

dirancang. Oleh karena itu, meningkatkan literasi kebijakan desa serta membangun 

pemahaman masyarakat mengenai dampak positif dari keterlibatan mereka menjadi langkah 

krusial dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

Faktor sosial-ekonomi juga turut memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam 

pembangunan desa. Banyak warga di komunitas pedesaan menghadapi tekanan ekonomi 

yang membuat mereka lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari daripada 

berpartisipasi dalam proses pembangunan. Puspitaningrum & Lubis, (2018) menyoroti bahwa 

keterbatasan sumber daya ekonomi dan akses yang minim terhadap peluang pendapatan 

dapat menghambat masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai inisiatif 

pembangunan. Selain itu, penelitian oleh (Akay et al., 2021) menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan dan pendapatan berperan signifikan dalam menentukan tingkat partisipasi 

masyarakat dalam program berbasis komunitas. Dalam konteks Desa Citengah, kondisi sosial-

ekonomi yang beragam mempengaruhi sejauh mana masyarakat dapat terlibat dalam 

pembangunan desa. Tanpa dukungan kebijakan yang mendorong pemberdayaan ekonomi 

dan akses terhadap sumber daya, partisipasi masyarakat cenderung tetap rendah dan 

terbatas pada kelompok tertentu yang memiliki kapasitas lebih baik. 

Dampak rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa sangat 

signifikan. Ketika masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan 

implementasi kebijakan, proyek pembangunan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan dan 

aspirasi lokal, yang berujung pada alokasi sumber daya yang tidak efektif serta rendahnya 

tingkat keberlanjutan program (Ratri & Kusumaningtias, 2024) Penelitian oleh (Devi, Nugraha 

Putu AnandaNgurah, 2022) juga menunjukkan bahwa tata kelola desa yang tidak partisipatif 

berisiko menciptakan ketimpangan dalam distribusi manfaat pembangunan serta 

memperlemah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Minimnya keterlibatan 

masyarakat tidak hanya berdampak pada rendahnya efektivitas kebijakan pembangunan, 

tetapi juga menghambat upaya menciptakan tata kelola desa yang demokratis dan inklusif. 

Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat serta 

merumuskan strategi yang dapat meningkatkan keterlibatan mereka merupakan langkah 

yang sangat penting dalam upaya memperkuat pembangunan berbasis partisipasi. 
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Untuk mengatasi tantangan ini, kepemimpinan desa yang adaptif dan partisipatif 

menjadi faktor kunci dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. 

Pemimpin desa yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan situasi dan 

kebutuhan masyarakat cenderung lebih efektif dalam mendorong partisipasi warga. Studi 

(Damayanti & Sujana, 2024) menegaskan bahwa kompetensi aparatur desa dalam 

membangun komunikasi yang inklusif dan transparan sangat berpengaruh terhadap tingkat 

partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan desa. Selain itu, penelitian (Lamangida 

et al., 2017) menunjukkan bahwa kepemimpinan yang demokratis lebih efektif dalam 

menciptakan keterlibatan warga dalam pembangunan desa dibandingkan gaya 

kepemimpinan yang otoritatif. Oleh karena itu, kepala desa yang mampu membangun 

kepercayaan, menerapkan mekanisme komunikasi yang lebih terbuka, serta memberdayakan 

lembaga lokal memiliki potensi lebih besar dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat. 

Selain kepemimpinan yang partisipatif, penggunaan teori kepemimpinan dan 

pembangunan berbasis komunitas dapat memberikan perspektif yang lebih dalam dalam 

memahami keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Teori Positive Youth 

Development & Community-Based Leadership (Hakim & Crigan, 2013) serta model 

pembangunan partisipatif (Scherf, 2021) menekankan bahwa keberhasilan pembangunan 

sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan 

pelaksanaannya. Dalam konteks Desa Citengah, partisipasi masyarakat masih rendah, yang 

tercermin dari minimnya keterlibatan warga dalam musyawarah desa, kurangnya kontribusi 

tenaga dalam proyek pembangunan fisik, serta lemahnya keterlibatan dalam program sosial. 

Selain itu, dalam perspektif Learned Helplessness and Community Disengagement (Wong, 

2013) serta Social Capital Theory (Rahe & Hopkins, 2013), rendahnya kesadaran warga 

terhadap pentingnya pembangunan berbasis partisipasi serta kendala struktural dan ekonomi 

yang membatasi keterlibatan mereka menjadi faktor utama yang menghambat partisipasi. 

Tanpa mekanisme yang inklusif dan dukungan kepemimpinan yang kuat, masyarakat 

cenderung pasif dan tidak terlibat dalam pembangunan desa. 

Penelitian ini menjadi penting karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa berisiko menghambat efektivitas dan keberlanjutan kebijakan 

pembangunan. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung mengkaji partisipasi 

masyarakat secara umum, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih spesifik dengan 
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mengeksplorasi bagaimana kepemimpinan kepala desa dapat menjadi penggerak utama 

dalam menciptakan pembangunan berbasis partisipasi. Dengan menggunakan konsep 

Servant Leadership (Greenleaf, 2019) dan Small Wins Theory (Termeer & Dewulf, 2019), 

penelitian ini menyoroti bagaimana kepemimpinan yang inklusif dan transformatif dapat 

membangun kepercayaan, menciptakan perubahan kecil yang memberikan bukti nyata 

keberhasilan, serta mengarahkan masyarakat agar merasa memiliki proyek pembangunan 

desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola kepemimpinan pada 

tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dengan menekankan strategi 

komunikasi yang efektif, transparansi dalam pengelolaan kebijakan, serta pendekatan 

berbasis pemberdayaan komunitas. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk 

menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

di Desa Citengah, Kecamatan Sumedang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi 

literatur dan analisis dokumen guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai 

dinamika kepemimpinan desa serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses 

pembangunan. 

Penentuan data dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana sumber data 

dipilih berdasarkan relevansi dan keterlibatan dalam aspek kepemimpinan dan partisipasi 

masyarakat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan tiga tahapan, yaitu 

reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi 

tematik yang mengacu pada teori kepemimpinan partisipatif dan pembangunan berbasis 

komunitas, serta verifikasi data untuk memastikan validitas temuan melalui triangulasi sumber 

(Creswell, 2016). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Implementasi 

Pembangunan 

Teori Positive Youth Development & Community-Based Leadership (Hakim & Crigan, 

2013) serta model pembangunan partisipatif (Scherf, 2021) menekankan bahwa keberhasilan 

pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam 

perencanaan dan pelaksanaannya. Dalam konteks Desa Citengah, partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan masih rendah, yang tercermin dari minimnya keterlibatan warga dalam 

musyawarah desa, kurangnya kontribusi tenaga dalam proyek pembangunan fisik, dan 

lemahnya keterlibatan dalam program sosial. Data observasi menunjukkan bahwa minim 

keterlibatan warga dalam pembangunan fisik berupa jalan perkebunan, drainase dan balai 

desa. Wawancara dengan warga mengungkapkan bahwa mereka menganggap 

pembangunan sebagai tugas pemerintah, bukan sebagai tanggung jawab bersama. Studi 

dokumen menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebenarnya telah mengamanatkan partisipasi aktif warga dalam perencanaan dan 

implementasi pembangunan desa, tetapi dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat masih 

terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Citengah masih bersikap pasif 

dalam menerima kebijakan desa dan belum memiliki inisiatif untuk secara aktif berkontribusi 

dalam pembangunan. 

Fenomena kepasifan ini dapat dikaji lebih lanjut melalui perspektif komunikasi 

kepemimpinan dalam organisasi pemuda, yang juga relevan dalam konteks kepemimpinan 

desa. Sebagaimana dijelaskan dalam model komunikasi kepemimpinan, keberhasilan suatu 

organisasi atau komunitas sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi yang diterapkan oleh 

pemimpinnya. Dalam konteks ini, pemerintah desa berperan sebagai pemimpin yang 

memiliki tanggung jawab untuk membangun komunikasi yang persuasif, interpersonal, serta 

berorientasi pada pemecahan masalah guna mendorong partisipasi masyarakat secara aktif. 

Berikut kerangka kerja konseptual komunikasi kepemimpinan kaum muda; 
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Gambar 1. The Conceptual Framework Of Youths’ Leadership Communication 

Sumber: (Jusoh et al., 2023) 

Gambar 1 menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan memainkan peran sentral 

dalam mendorong keterlibatan masyarakat, yang ditopang oleh tiga elemen utama: 

komunikasi interpersonal, komunikasi persuasif, dan keterampilan pemecahan masalah. 

Komunikasi interpersonal berfungsi membangun kepercayaan dan menciptakan ruang dialog 

yang inklusif antara pemimpin desa dan masyarakat, sementara komunikasi persuasif 

berperan dalam meyakinkan warga untuk terlibat aktif dalam pembangunan melalui 

penyampaian informasi yang efektif dan berbasis aspirasi masyarakat. Di sisi lain, keterampilan 

pemecahan masalah menjadi kunci bagi pemimpin desa dalam merespons tantangan 

partisipasi dengan solusi yang inovatif dan berbasis kebutuhan warga (Jusoh et al., 2023).  

Dalam konteks Desa Citengah, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah 

desa dan pembangunan dapat dikaitkan dengan lemahnya komunikasi kepemimpinan yang 

diterapkan oleh pemerintah desa. Jika komunikasi interpersonal yang dilakukan kurang 

intensif, warga akan merasa kurang diperhatikan dalam pengambilan keputusan, sehingga 

mereka cenderung pasif. Demikian pula, lemahnya komunikasi persuasif membuat kebijakan 

desa tidak tersosialisasi secara efektif, menyebabkan masyarakat tidak memiliki dorongan 

untuk berpartisipasi secara aktif. Selain itu, rendahnya keterampilan pemecahan masalah 
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dalam tata kelola desa mengakibatkan berbagai kendala partisipasi, seperti ketidakpercayaan 

warga terhadap pemerintah desa, tidak ditangani dengan solusi yang tepat. Dengan 

demikian, peningkatan efektivitas komunikasi kepemimpinan dalam tata kelola desa, terutama 

dalam aspek interpersonal, persuasi, dan penyelesaian masalah, menjadi langkah strategis 

untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa yang lebih inklusif 

dan berkelanjutan (Jusoh et al., 2023). 

Fenomena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat 

dianalisis melalui berbagai perspektif teoritis. Salah satu faktor utama yang memengaruhi 

tingkat keterlibatan masyarakat adalah efektivitas komunikasi pemerintah desa. (Mu-azu & 

Shivram, 2017) menegaskan bahwa komunikasi yang sesuai dengan konteks budaya 

setempat memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Ketika informasi 

disampaikan dengan pendekatan yang mengakomodasi nilai-nilai sosial lokal, rasa 

kepemilikan dan kepercayaan terhadap pemerintah desa meningkat, yang pada akhirnya 

dapat mendorong keterlibatan yang lebih aktif. Dalam konteks Desa Citengah, lemahnya 

efektivitas komunikasi ini terlihat dari kurangnya transparansi dalam penyampaian kebijakan 

serta minimnya forum interaktif yang memungkinkan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi 

mereka secara langsung. Penggunaan bahasa lokal dan penyampaian pesan melalui media 

tradisional yang dimaksud yaitu seperti pagelaran seni, pertunjukan ritual, atau diskusi 

kelompok kecil di lingkungan setempat dapat memperkuat ikatan emosional dan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan 

Selain aspek komunikasi, pendekatan pembangunan partisipatif juga memainkan peran 

krusial dalam menentukan sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pembangunan. 

Studi (Kusmayad et al., 2024)menegaskan bahwa pembangunan desa yang berkelanjutan 

sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, terutama jika pendekatan yang 

digunakan selaras dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Temuan ini sejalan dengan 

penelitian (Adeyeye et al., 2024), yang menunjukkan bahwa program pembangunan berbasis 

partisipasi masyarakat berdampak positif terhadap peningkatan infrastruktur dan 

kesejahteraan sosial. Tetapi, dalam realitas Desa Citengah, mekanisme partisipatif yang ada 

cenderung bersifat prosedural dan tidak sepenuhnya mencerminkan inklusivitas. Musyawarah 

desa sering kali didominasi oleh elite lokal, sementara masyarakat umum memiliki 

keterbatasan akses baik dalam bentuk informasi maupun kesempatan untuk berkontribusi 
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secara substansial. Dalam penerapan mekanisme pembangunan yang lebih partisipatif, 

pemerintah desa hendaknya mengintegrasikan metode konsultatif dan deliberatif dalam 

setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ini dapat diwujudkan melalui 

pembentukan forum musyawarah yang rutin, di mana perwakilan masyarakat dari berbagai 

lapisan secara aktif menyumbangkan ide dan masukan yang kemudian diakomodasi dalam 

perumusan program pembangunan. Metode partisipatif ini juga bisa diperkuat melalui 

pengembangan sistem anggaran partisipatif yang memungkinkan warga secara langsung 

memprioritaskan penggunaan dana desa, sehingga menciptakan rasa memiliki yang lebih 

kuat terhadap proyek pembangunan. 

Faktor lain yang turut memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat adalah tingkat 

pendidikan dan kesadaran warga akan pentingnya keterlibatan dalam pembangunan desa. 

Sudiyono, (2023) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan serta manfaat pribadi yang dirasakan dari keterlibatan tersebut. Dalam konteks 

Desa Citengah, kesadaran akan pentingnya partisipasi masih rendah, terutama di kalangan 

masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan informasi. Akibatnya, 

pembangunan sering kali dianggap sebagai urusan pemerintah desa semata, bukan sebagai 

tanggung jawab kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Untuk mengatasi 

rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam pembangunan, 

diperlukan program edukasi dan sosialisasi yang komprehensif. Strategi ini mencakup 

penyelenggaraan seminar, pelatihan lapangan, dan kampanye informasi melalui media massa 

serta media sosial yang menampilkan kisah sukses dari desa-desa yang berhasil menerapkan 

model partisipatif. Upaya tersebut harus disertai dengan evaluasi berkala untuk mengukur 

peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap masyarakat, serta mengidentifikasi area yang 

perlu diperbaiki agar program edukasi tersebut lebih tepat sasaran. 

Untuk mengatasi tantangan ini, strategi komunikasi lainnya yang lebih efektif dan 

berbasis teknologi dapat menjadi solusi dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam 

pembangunan desa. Supriyanto & Saputra, (2022) menyoroti bahwa pemanfaatan teknologi 

dalam pengelolaan kota pintar berbasis partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akses 

terhadap informasi serta memperkuat keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan. 

Meskipun penerapan konsep kota pintar belum sepenuhnya relevan dengan kondisi Desa 

Citengah, prinsip dasarnya dapat diadaptasi melalui pengembangan platform digital atau 
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sistem informasi berbasis komunitas. Pemerintah desa dapat mengembangkan platform 

digital seperti situs web resmi desa, aplikasi mobile, atau grup media sosial yang menyediakan 

informasi real-time mengenai program pembangunan, serta menyediakan forum interaktif 

untuk mengumpulkan umpan balik dan aspirasi warga. Agar penggunaan teknologi ini efektif, 

perlu pula diadakan pelatihan literasi digital bagi masyarakat dan aparat desa sehingga 

teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung proses partisipasi. Dengan 

adanya mekanisme komunikasi yang lebih transparan dan interaktif, masyarakat memiliki 

akses yang lebih luas terhadap informasi kebijakan serta ruang yang lebih besar untuk 

menyalurkan pendapat mereka.  

Berdasarkan analisis ini, diperlukan pendekatan multifaset untuk meningkatkan 

keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Hasil analisis ini membuat pemerintah 

desa tidak hanya memenuhi persyaratan formal dalam penyusunan kebijakan, tetapi juga 

menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif dan berkelanjutan dari seluruh 

lapisan masyarakat. Pendekatan operasional ini, yang melibatkan pelatihan komunikasi 

berbasis budaya, mekanisme partisipatif yang inklusif, program edukasi yang menyeluruh, 

serta pemanfaatan teknologi, diharapkan dapat mengatasi kendala yang ada dan mendorong 

terciptanya tata kelola desa yang lebih demokratis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. 

 

Hambatan Struktural dan Sosial terhadap Keterlibatan Masyarakat 

Dalam perspektif Learned Helplessness and Community Disengagement (Wong, 2013) 

serta Social Capital Theory (Rahe & Hopkins, 2013), faktor utama yang menghambat partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan adalah rendahnya kesadaran warga terhadap pentingnya 

pembangunan berbasis partisipasi serta kendala struktural dan ekonomi yang membatasi 

keterlibatan mereka. Banyak warga yang tidak memahami bagaimana keterlibatan mereka 

dapat berkontribusi terhadap pembangunan desa, sehingga mereka cenderung 

mengabaikan program-program yang sedang dijalankan. Wawancara menunjukkan bahwa 

mayoritas warga merasa bahwa pembangunan desa tidak memiliki dampak langsung 

terhadap kesejahteraan mereka, sehingga tidak ada insentif bagi mereka untuk terlibat. 

Observasi memperlihatkan bahwa komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat masih 

sangat terbatas, dengan sosialisasi pembangunan hanya dilakukan dalam forum-forum formal 

yang tidak sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Studi dokumen 
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mengungkapkan bahwa laporan tahunan desa menunjukkan stagnasi tingkat partisipasi 

warga dalam beberapa tahun terakhir. Temuan ini menunjukkan bahwa tanpa adanya strategi 

kepemimpinan yang berbasis pemberdayaan, masyarakat akan terus mengalami 

keterputusan dengan agenda pembangunan desa. 

Hambatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dapat dikaji melalui 

berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu aspek mendasar yang memengaruhi 

partisipasi adalah kepemimpinan yang berorientasi pada pemberdayaan. Menurut Eagly et 

al., (2003), kepemimpinan yang bersifat transformasional mampu mendorong keterlibatan 

masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif. 

Kepemimpinan yang mengedepankan pemberdayaan dapat meningkatkan rasa memiliki 

masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan, sehingga mereka lebih terdorong untuk 

terlibat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks Desa Citengah, rendahnya 

kepemimpinan yang berorientasi pada pemberdayaan terlihat dari minimnya inisiatif 

pemerintah desa dalam melibatkan warga secara aktif dalam perencanaan dan implementasi 

program pembangunan. Keputusan strategis sering kali bersifat top-down tanpa adanya 

ruang deliberatif yang memadai bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Agar 

kepemimpinan pemberdayaan dapat diterapkan secara efektif, pemerintah desa perlu 

mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, seperti membuka akses terhadap informasi 

kebijakan dan menyediakan wadah dialog terbuka yang memungkinkan masyarakat 

berkontribusi secara nyata dalam proses pembangunan. 

Selain faktor kepemimpinan, rendahnya kapasitas masyarakat dalam memahami 

kebijakan pembangunan juga berkontribusi terhadap minimnya keterlibatan mereka dalam 

proses perencanaan dan implementasi program desa. Menurut Fung, (2006), partisipasi 

masyarakat dapat dikategorikan dalam berbagai tingkatan, mulai dari sekadar menerima 

informasi hingga pada tahap pengambilan keputusan bersama. Dalam studi yang dilakukan 

oleh (Hidayatullah, 2024), ditemukan bahwa desa-desa dengan tingkat literasi kebijakan yang 

rendah cenderung mengalami partisipasi yang bersifat simbolis, di mana masyarakat hanya 

dilibatkan dalam tahap sosialisasi tanpa memiliki kesempatan nyata untuk berkontribusi dalam 

perumusan kebijakan. Hal serupa terjadi di Desa Citengah, di mana masyarakat umumnya 

tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang mekanisme pembangunan dan prosedur 

kebijakan desa. Hal ini menyebabkan mereka merasa tidak memiliki kapasitas untuk 
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berpartisipasi secara aktif, sehingga keterlibatan mereka lebih bersifat pasif. Untuk mengatasi 

permasalahan ini, pemerintah desa dapat menyelenggarakan program peningkatan kapasitas 

berbasis komunitas, seperti pelatihan advokasi kebijakan, pendampingan teknis dalam 

perencanaan desa, serta sosialisasi mengenai hak-hak warga dalam pembangunan. Dengan 

adanya peningkatan kapasitas ini, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya diri dalam 

menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pembangunan yang lebih inklusif. 

Di sisi lain, sistem birokrasi yang masih bersifat hierarkis juga menjadi faktor 

penghambat dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. 

Osborne dan Gaebler (dalam Imanuel Jaya, 2021) menyebutkan bahwa birokrasi yang terlalu 

kaku dapat menghambat inovasi dan partisipasi publik, karena setiap proses harus melewati 

tahapan administratif yang panjang dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Temuan dari penelitian (Sunyoto & Astuti, 2024) menunjukkan bahwa desa-desa yang 

memiliki struktur birokrasi yang lebih fleksibel cenderung lebih sukses dalam mendorong 

partisipasi masyarakat dibandingkan dengan desa yang masih mempertahankan sistem 

administrasi yang rigid. Dalam kasus Desa Citengah, sistem birokrasi yang berlaku sering kali 

tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara substansial. Proses 

pengajuan usulan pembangunan misalnya, masih harus melewati berbagai tahapan 

administratif yang berbelit, sehingga banyak warga yang akhirnya enggan untuk mengajukan 

aspirasi mereka. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan reformasi birokrasi di tingkat desa 

yang mengarah pada sistem yang lebih terbuka dan transparan. Salah satu langkah yang 

dapat dilakukan adalah menerapkan mekanisme pelayanan berbasis digital yang 

memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi pembangunan dan menyampaikan 

usulan secara lebih cepat dan efisien. 

Selain perbaikan dalam aspek birokrasi, pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi 

solusi dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Menurut 

Supriyanto & Saputra, (2022), penggunaan platform digital dalam tata kelola desa dapat 

meningkatkan akses informasi serta mendorong partisipasi aktif warga dalam pengambilan 

keputusan. Dalam konteks Desa Citengah, penerapan teknologi masih terbatas pada 

penyebaran informasi secara konvensional melalui pengumuman di balai desa atau 

pertemuan warga yang tidak selalu dihadiri oleh seluruh masyarakat. Untuk meningkatkan 

efektivitas komunikasi dan partisipasi, desa dapat mengembangkan sistem informasi berbasis 
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komunitas yang memungkinkan warga untuk mengakses informasi pembangunan secara 

real-time dan memberikan masukan secara langsung melalui platform digital. Inisiatif ini dapat 

diwujudkan dalam bentuk aplikasi desa, portal informasi daring, atau grup diskusi berbasis 

media sosial yang dikelola oleh pemerintah desa. Agar sistem ini dapat berjalan optimal, 

diperlukan pelatihan literasi digital bagi warga dan perangkat desa guna memastikan bahwa 

teknologi benar-benar dimanfaatkan secara maksimal dalam mendorong partisipasi. 

Berdasarkan analisis ini, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan 

desa memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional. Langkah-langkah 

yang perlu diambil meliputi perbaikan dalam kepemimpinan desa yang lebih berorientasi 

pada pemberdayaan, peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami kebijakan 

pembangunan, reformasi birokrasi yang lebih fleksibel dan transparan, serta pemanfaatan 

teknologi untuk memperkuat partisipasi warga. 

 

Kepemimpinan Inklusif sebagai Penggerak Pembangunan Berbasis Partisipasi 

Dalam konsep Servant Leadership (Greenleaf, 2019) dan Small Wins Theory (Termeer & 

Dewulf, 2019), seorang pemimpin yang ingin meningkatkan keterlibatan masyarakat harus 

membangun kepercayaan, menciptakan perubahan kecil yang terlihat sebagai bukti 

keberhasilan, dan mengarahkan masyarakat agar merasa memiliki proyek pembangunan 

desa. Kepala Desa Citengah memiliki peran sentral dalam mendorong partisipasi masyarakat, 

tetapi hasil observasi menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan masih bersifat satu arah 

dan kurang memberikan ruang bagi warga untuk berkontribusi dalam pengambilan 

keputusan. Wawancara dengan aparat desa menunjukkan bahwa kepala desa lebih sering 

mengambil keputusan sendiri daripada mengajak masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi 

dalam perencanaan pembangunan. Studi dokumen menunjukkan bahwa Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagian besar dirancang tanpa adanya 

mekanisme konsultasi publik yang luas. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa 

kepemimpinan kepala desa masih perlu lebih adaptif dan partisipatif untuk memastikan 

bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga menjadi aktor utama 

dalam pembangunan desa. 

Fenomena kepemimpinan inklusif dalam pembangunan desa dapat dianalisis melalui 

berbagai perspektif teoretis. Salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas 
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kepemimpinan kepala desa adalah sejauh mana mereka mampu mendorong partisipasi 

masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Martuni & Siokalang, (2024) 

menegaskan bahwa kepala desa yang menganut gaya kepemimpinan partisipatif mampu 

menciptakan ruang dialog yang kondusif, sehingga masyarakat merasa dihargai dan terlibat 

dalam proses pembangunan. Ketika masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam pengambilan keputusan, rasa memiliki terhadap hasil pembangunan meningkat, yang 

pada akhirnya berdampak pada keberlanjutan kebijakan desa. 

Selain aspek partisipasi, kepemimpinan kepala desa juga berperan sebagai motivator 

dan fasilitator dalam pembangunan desa. Lamangida et al., (2017) menunjukkan bahwa 

kepala desa yang efektif tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai agen 

perubahan yang dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai program 

pembangunan. Dalam konteks Desa Citengah, tantangan utama yang dihadapi adalah 

bagaimana kepala desa dapat lebih adaptif dalam menyesuaikan kebijakan dengan 

kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah 

membangun mekanisme konsultasi yang lebih sistematis dan terbuka, sehingga keputusan 

yang diambil tidak hanya mencerminkan perspektif pemerintah desa tetapi juga aspirasi 

masyarakat. 

Kepemimpinan yang adaptif dan partisipatif juga memainkan peran penting dalam 

pembangunan fisik desa. (Pilaili et al., 2022) menegaskan bahwa kepala desa yang aktif 

melibatkan masyarakat dalam proyek pembangunan fisik dapat meningkatkan tingkat 

keberlanjutan infrastruktur desa. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat sering kali 

bersifat simbolis dan terbatas pada tahap implementasi. Agar partisipasi lebih bermakna, 

kepala desa perlu menerapkan pendekatan deliberatif dengan melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga 

evaluasi. 

Pentingnya kolaborasi antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga 

menjadi faktor utama dalam meningkatkan efektivitas kepemimpinan inklusif. (Roza & S, 

2018)serta (Hidayat & Maros, 2020)i menunjukkan bahwa BPD berfungsi sebagai jembatan 

antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga keterlibatan mereka dalam proses 

perencanaan dan pengawasan pembangunan sangat diperlukan. Dalam hal ini, kepala desa 
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harus membangun sinergi yang kuat dengan BPD agar kebijakan yang diterapkan benar-

benar mewakili kepentingan masyarakat luas. 

Lebih lanjut, kepemimpinan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat 

meningkatkan modal sosial dalam pembangunan desa. Sumeru, (2016) dan Saefulrahman, 

(2017) menegaskan bahwa pemimpin yang memahami kondisi sosial masyarakat cenderung 

lebih sukses dalam membangun kepercayaan dan solidaritas sosial. Dalam konteks Desa 

Citengah, salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan kepala desa adalah mengadopsi 

strategi komunikasi yang lebih efektif, seperti memanfaatkan media sosial dan forum diskusi 

terbuka untuk meningkatkan transparansi serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat. 

Untuk mengatasi permasalahan kepemimpinan yang kurang adaptif dan partisipatif, 

diperlukan pendekatan transformasional yang mampu menginspirasi dan memberdayakan 

masyarakat. Ardiyansyah & Pesudo, (2022) menunjukkan bahwa kepala desa yang 

mengedepankan kearifan lokal dan akuntabilitas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan BUMDes. Dengan menerapkan pendekatan ini, kepala desa dapat 

memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya desa secara mandiri. 

Selain aspek kepemimpinan, modal sosial juga berperan penting dalam keberhasilan 

pembangunan desa. (Saefulrahman, 2017) menekankan bahwa kepercayaan dan norma 

sosial dalam masyarakat dapat dimanfaatkan kepala desa untuk meningkatkan partisipasi 

warga. Dalam hal ini, kepala desa harus membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat 

serta menciptakan program yang mendorong keterlibatan berbasis komunitas. 

Pentingnya adaptasi terhadap perubahan juga menjadi faktor yang tidak dapat 

diabaikan dalam kepemimpinan desa. Falah, (2021) menunjukkan bahwa kepala desa yang 

mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi lebih sukses dalam 

mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan kebijakan pembangunan. Dalam situasi krisis 

seperti pandemi, misalnya, pemimpin desa harus mampu berinovasi dalam menyampaikan 

informasi serta mengumpulkan masukan dari masyarakat secara efektif. Pemanfaatan 

teknologi informasi dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan komunikasi serta 

mempercepat penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat. 

Untuk memastikan bahwa kepemimpinan yang diterapkan tetap relevan dengan 

kebutuhan masyarakat, evaluasi berkala terhadap program-program pembangunan menjadi 

langkah yang sangat penting. Pilaili et al., (2022) menekankan bahwa evaluasi yang 
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berkelanjutan dapat membantu kepala desa dalam mengidentifikasi aspek kebijakan yang 

perlu diperbaiki serta menyesuaikan strategi pembangunan sesuai dengan kebutuhan warga. 

Dengan adanya evaluasi ini, kepala desa dapat lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat 

serta mengoptimalkan keterlibatan mereka dalam pembangunan desa. 

Berdasarkan analisis ini, kepemimpinan kepala desa yang adaptif dan partisipatif 

menjadi faktor kunci dalam menciptakan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. 

Dengan mengintegrasikan pendekatan transformasional, memperkuat modal sosial, 

berkolaborasi dengan BPD, beradaptasi terhadap perubahan, serta melakukan evaluasi 

secara berkala, kepala desa dapat berperan lebih efektif dalam menggerakkan pembangunan 

berbasis partisipasi. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan warga, sehingga 

menciptakan sinergi yang lebih harmonis dalam proses pembangunan. 

SIMPULAN 

Penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan kepala desa yang inklusif, adaptif, dan 

partisipatif memiliki peran strategis dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam 

pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan dan implementasi pembangunan di Desa Citengah masih tergolong 

rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya efektivitas komunikasi 

pemerintah desa, keterbatasan kapasitas masyarakat dalam memahami kebijakan 

pembangunan, serta hambatan birokrasi yang membatasi akses partisipasi warga secara 

substansial. Partisipasi masyarakat yang minim berdampak pada rendahnya rasa memiliki 

terhadap program pembangunan, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas dan 

keberlanjutan kebijakan desa. 

Kepemimpinan kepala desa yang inklusif dan responsif menjadi kunci dalam mengatasi 

berbagai hambatan tersebut. Kepala desa yang mampu membangun komunikasi yang efektif, 

menyediakan ruang deliberatif bagi masyarakat, serta mengoptimalkan peran Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dapat mendorong partisipasi warga secara lebih aktif. Hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa kepala desa yang berfungsi sebagai fasilitator dan 

motivator dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi masyarakat untuk terlibat 

dalam pembangunan, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi 
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program desa. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam mekanisme pembangunan yang 

lebih demokratis dan transparan dapat meningkatkan akuntabilitas kebijakan serta 

memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat. 

Strategi komunikasi berbasis teknologi menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan 

transparansi kebijakan dan membuka akses partisipasi yang lebih luas. Pemanfaatan platform 

digital seperti media sosial, aplikasi berbasis komunitas, atau sistem informasi desa dapat 

mempercepat penyampaian aspirasi warga serta memastikan kebijakan yang diambil lebih 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penguatan literasi digital dan edukasi 

kebijakan bagi masyarakat dapat meningkatkan pemahaman serta partisipasi dalam 

pembangunan desa. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan peningkatan kapasitas kepemimpinan 

kepala desa dalam aspek komunikasi, transparansi, serta pemanfaatan teknologi untuk 

membangun tata kelola desa yang lebih demokratis dan partisipatif. Dengan menerapkan 

pendekatan ini, pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif, inklusif, serta berkelanjutan 

sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
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